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Abstrak
 

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal

beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 70 UU OJK dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal (UUPM) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan

UU OJK. Dengan demikian, kewenangan OJK dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran

tindak Pidana di bidang Pasar Modal, masih diatur berdasarkan ketentuan pada Pasal 101 UUPM di mana

Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan proses penyidikan bahkan

kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar

Modal ke tahap penyidikan. Kemudian, sejak diundangkannya UU OJK, penyidik Pejabat Pegawai Negeri

Sipil yang berasal dari pegawai Bapepam dan LK tidak dapat lagi menjadi penyidik di OJK mengingat

dalam UU OJK disebutkan bahwa penyidik OJK berasal dari Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di OJK. Berkaitan dengan hal-hal tersebut,

terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar

Modal yang dilaksanakan oleh OJK, diantaranya terkait dengan kriteria terhadap kewenangan OJK dalam

melanjutkan dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur pada Pasal 101

UUPM dan penjelasannya, serta penegakan hukum dalam proses penyidikan oleh penyidik OJK yang

berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di

OJK. Menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan studi kasus sebagai contoh permasalahan

yang terjadi dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor Pasar Modal dari Bapepam

dan LK kepada OJK terutama dalam hal penegakan hukum terhadap tindak Pidana di bidang Pasar Modal

......Since the enactment of UU No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (OJK Law Act), the

functions, duties, and authority of the regulatory and supervisory activities of financial services in the

Capital Market sector switching from Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution

(Bapepam dan LK) to the Financial Services Authority (OJK). Pursuant to Article 70 of OJK Law Act stated

that Law Act No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law Act) remains valid as long as

not contrary to and have not been replaced by the OJK Law Act. Thus, the authority of the OJK in the

enforcement of the law against the alleged offense of Criminal in the capital market, is still governed by the

provisions of Article 101 of Capital Market Law Act in which that article grants the authority to the OJK to

carry out the investigation process even the authority to continue or not to continue the alleged offense

Criminal Capital Market to the investigation stage. Then, since the enactment of OJK Law Act, investigators

civil servants coming from Bapepam dan LK employees can no longer be given the investigator in the OJK

Law Act noted that the OJK investigation came from the Indonesian National Police investigators and civil

servants assigned to the OJK. Relating to such matters, there are challenges in the enforcement of the law
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against the alleged offense of Criminal in the capital market were carried out by the OJK, which were

related to the criteria of the authority of the OJK in continuing the alleged offense of Criminal in the capital

market as provided for in Article 101 of Capital Market Law Act and explanation, as well as law

enforcement in the investigation by the OJK investigators originating from the Indonesian National Police

and civil servants assigned to the OJK. Interesting to be further investigated using a case study as an

example of the problems that occur with the shift of regulatory and supervisory authority of the Capital

Markets sector of Bapepam-LK to the OJK, especially in terms of law enforcement against criminal acts in

the capital market


